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OPTIMALISASI PELAYANAN KEPEMILIKAN KARTU TANDA
PENDUDUK ELETRONIK (KTP-EL) DI KABUPATEN SIMEULUE
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2103100051

ABSTRAK

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan bagian penting dari
pelayanan publik, di mana Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) menjadi
identitas resmi yang wajib dimiliki setiap warga negara. Sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 dengan perubahannya adalah Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 14 menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik
(KTP-el) merupakan kartu identitas dengan satu nomor induk kependudukan yang
berlaku secara nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
seberapa efektif fungsi perencanaan disdukcapil dalam meningkatkan pelayanan
kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) di Kabupaten Simeulue.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Simeulue masih
belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari minimnya alat perekam KTP-el
yang tersedia, yaitu hanya tiga unit, serta keterbatasan akses jaringan yang
menghambat sistem pelayanan berbasis teknologi informasi. Upaya jemput bola
yang dilakukan dinas setempat ke desa-desa dan pulau-pulau terpencil belum
cukup menjangkau seluruh masyarakat, sehingga masih terdapat ribuan warga
yang belum melakukan perekaman KTP-el. Selain itu, capaian target nasional
pelayanan KTP-el belum terpenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, diperlukan
peningkatan dalam aspek perencanaan strategis yang lebih adaptif, penambahan
fasilitas perekaman, serta penguatan infrastruktur jaringan untuk memastikan
layanan administrasi kependudukan yang lebih merata dan efesien di seluruh
wilayah kabupaten simeulue.

Kata Kunci: Efektivitas, fungsi planning, pelayanan publik, administrasi
kependudukan, KTP-el, Simeulue
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan bagian dari pelayanan
publik yang harus disediakan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan bagian
administrasi. Pengelolaan kependudukan merupakan syarat yang sangat penting
karena menyangkut penentuan status kewarganegaraan penduduk yang
dibuktikan dengan surat-surat kependudukan yang dimiliki penduduk. Oleh
karena itu, penyelenggaraan pelayanan kependudukan merupakan kewajiban
yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Administrasi kependudukan merupakan aspek fundamental dalam tata
kelola pemerintahan yang efektif. Dalam konteks tersebut, kepemilikan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) menjadi kebutuhan yang sangat penting
karena berfungsi sebagai identitas resmi dan penghubung individu dengan
berbagai layanan publik. Pemerintah Kabupaten Simeulue, sebagai daerah
kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas, mempunyai
tanggung jawab untuk memastikan seluruh penduduknya memiliki akses terhadap
KTP-el secara optimal.

Efektivitas pelayanan merupakan aspek yang penting dalam pelayanan
publik terutama dalam konteks dinas kependudukan dan pencatatan sipil,
pelayanan yang baik memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa
proses administrasi kependudukan berjalan lancar, akurat, dan memberikan

manfaat bagi masyarakat. Pelayanan publik yang efektif dan efisien memiliki



dampak positif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memenuhi harapan
mereka terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, dalam konteks dinas
kependudukan dan pencatatan sipil, efektivitas pelayanan menjadi faktor penting
dalam memastikan bahwa proses administrasi kependudukan berjalan dengan baik,
data-data kependudukan terkelola dengan akurat, dan layanan yang diberikan
memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. (Jasmine, 2014)

Kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dihindari dari proses
perubahan yang dikenal seiring perkembangan zaman. Untuk mencapainya,
berbagai upaya dilakukan dengan menunjukkan bahwa sebuah negara harus
memperbarui atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Salah satu kebijakan
reformasi yang biasa dilakukan oleh negara adalah melakukan birokrasi di
pemerintahannya. Dengan dilakukannya reformasi ini, diharapkan bahwa
pelayanan publik di setiap lembaga pemerintah akan lebih baik, yang
menghasilkan pemerintahan yang baik. (Ali & Rizky, 2021)

Penyelenggara pelayanan publik dibentuk untuk memberikan pelayanan
publik yang didasarkan pada aturan yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan
yang berkualitas yang merupakan kriteria dari pemerintahan yang baik.
Pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat
harus bertanggung jawab, dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang
prima akan kebutuhan masyarakat tersebut. Di sisi lain, kepuasan masyarakat
menjadi tolok ukur dari keberhasilan pelayanan publik. Oleh karena itu, penyedia
pelayanan publik harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara

maksimal, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Satu di antaranya



kebutuhan pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan adalah
pembuatan KTP-el.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dengan perubahannya adalah
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 14 menyebutkan bahwa
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan kartu identitas dengan
satu nomor induk kependudukan yang berlaku secara nasional. KTP-el berisikan
biodata singkat lengkap dan disertai juga nomor induk kependudukan sehingga
setiap orang wajib memilikinya. Masyarakat yang belum memiliki KTP-el
diwajibkan untuk mengurusnya di kelurahan, kecamatan, serta dinas
kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah masing-masing. Meskipun
demikian, pemegang KTP-el tetap diwajibkan mengajukan permohonan baru bila
pindah domisili dari satu kabupaten/kota atau sebaliknya sebagai upaya
mewujudkan ketertiban administrasi kependudukan.

Menurut berita yang disampaikan oleh pemerintah Aceh pada hari (Jumat,
9 Desember 2022), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Simeulue menghadapi masalah besar karena hanya bergantung pada satu unit
fasilitas sarana alat perekaman KTP-EL. Akibatnya, ribuan warga yang telah
memiliki KTP-EL belum dapat memulai proses perekaman. Terlepas dari upaya
Disdukcapil Kabupaten Simeulue untuk melakukan perekaman dengan
menggunakan sistem jemput bola ke rumah warga di berbagai kecamatan,
hasilnya masih belum memuaskan karena hanya menggunakan alat perekam yang
dibawa langsung dari kantor Disdukcapil setempat. Jika alat perekaman diambil

dari kantor Disdukcapil untuk digunakan untuk perekaman di tingkat kecamatan



atau desa, orang lain yang ingin melakukan proses pengurusan KTP-EL secara
langsung di Kantor Disdukcapil Kota Sinabang juga akan terhenti dan tidak dapat
melakukannya. Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Simeulue menghadapi
berbagai masalah terkait konektivitas jaringan, yang berdampak langsung pada
pelayanan administrasi kependudukan, termasuk proses kepemilikan KTP-el.

Dengan demikian, ribuan orang di Pulau Simeulue belum melakukan
perekaman KTP-EL, dan mereka hanya bergantung pada tiga unit alat perekam.
Dengan demikian, Pulau Simeulue seharusnya memiliki ketersediaan alat perekam
KTP-EL yang memadai. Dua alat digunakan di kantor Disdukcapil, dan dua lagi
digunakan untuk merekam sistem jemput bola langsung ke rumah warga di 138
desa di 10 Kecamatan yang berbeda. Ini termasuk perekaman di dua pulau yang
menetap. Pulau Siumat di Kecamatan Simeulue Timur dan Pulau Teupah di
Kecamatan Teupah Barat. Salah satu penyebab alat sarana terbatas adalah
perkiraan harga per unitnya sekitar kurang dari Rp 200 juta.

Karena ada warga yang jauh dari tempat tinggalnya dan harus pergi ke
kota Sinabang, sistem jemput bola dengan mendatangkan petugas pelayanan
langsung ke rumah-rumah penduduk tentunya akan mengurangi biaya. KTP-EL
siap dalam 5 menit jika dokumen persyaratan lengkap dan tidak ada masalah
dengan Internet. Daerah terpencil atau wilayah yang memiliki akses internet
terbatas paling sering mengalami masalah tidak ada jaringan. Sistem berbasis Tl
sangat bergantung pada proses penerbitan KTP-el. Sistem ini terhubung ke server
pusat di Kementerian Dalam Negeri secara online. Sistem ini mencakup

pencetakan KTP-el, validasi data, dan pengumpulan data biometrik seperti foto,



iris mata, dan sidik jari. Ketika jaringan internet tidak stabil atau tidak dapat
diakses, proses ini terganggu, yang menyebabkan keterlambatan dalam publikasi
dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menjalankan fungsi Fasilitasi
DRKA kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue,
rekam cetak layanan administrasi kependudukan terpadu tersebut dilakukan.
Tujuannya adalah untuk memberikan layanan terbaik kepada warga di Kecamatan
Simeulue Barat, Simeulue Cut, Simeulue Tengah, dan Kecamatan Salang.
Capaian target pelayanan Kabupaten Simeulue masih di bawah target Nasional,
yaitu mencapai 94,99% dari KTP-el baru atau sebanyak 62.373 jiwa dari target
sebanyak 65.663 jiwa. (Safrina, 2022)

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji “Efektivitas
Fungsi Planning Disdukcapil dalam Optimalisasi Pelayanan Kepemilikan
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Di Kabupaten Simeulue”.
Penelitian ini akan melihat sejaun mana optimalisasi program dan peningkatan
pelayanan, serta dampaknya terhadap kepuasan masyarakat dan efisiensi proses
administrasi kependudukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka yang menjadi
masalah pada penelitian ini yaitu “Efektivitas Fungsi Planning Disdukcapil Dalam
Optimalisasi Pelayanan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El)

Di Kabupaten Simeulue.



1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis “Efektivitas Fungsi

Planning Disdukcapil Dalam Optimalisasi Pelayanan Kepemilikan Kartu Tanda

Penduduk Elektronik (Ktp-El) Di Kabupaten Simeulue.

1.4 Manfaat Penelitian
Suatu penelitian yang dilaksanakan selalu mengharapkan agar penelitian
tersebut memberi manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian
ini adalah:

1. Aspek teoritis, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang
bagaimana efektivitas perencanaan dapat memengaruhi keberhasilan program
pelayanan publik, seperti pelayanan kepemilikan KTP-El, yang menjadi
contoh konkret.

2. Aspek Praktis, hasil penelitian ini bisa memberi kontribusi dalam upaya
perbaikan kualitas pelayanan publik di Indonesia, khususnya di daerah
Kabupaten Simeulue yang masih menghadapi kendala administratif.

3. Aspek akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat
untuk menempuh ujian sarjan llmu Administrasi Publik Fakultas llmu Sosial
Dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB | : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan

Sistematika Penulisan.



BAB |1

BAB I11

BAB IV

BAB V

: URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini penulis menguraikan teori-teori yang berkaitan
pengertian efektivitas, pengertian fungsi planning, tujuan dan
manfaat fungsi planning, pengertian optimalisasi, pengertian
pelayanan, pengertian Ktp-el dan faktor penghambat dalam

pelayanan pembuatan Ktp-el di kabupaten simeulue.

: METODE PENELITIAN

Pada Bab ini berisikan tentang Jenis Penelitian, Kerangka
Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi Penelitian,
Informan/Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik
Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Deskripsi lokasi

penelitian.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil data yang diperoleh dari

lapangan.

: PENUTUP

Pada Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran semua

hasil yang diteliti.



BAB 11
URAIAN TEORITIS
2.1 Konsep Efektivitas
2.1.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Gibson (Bungkaes 2013:46) dalam (Putri, 2019),
Pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan
prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat prestasi
mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka mereka dinilai
semakin efektif.

Kurniawan (2005:109) dalam Lenak dkk, (2021) menjelaskan jika
efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi
kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya
yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.
Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap
dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Sondang dalam Othenk (2008) dalam Andi Aditya Putra
dkk, (2022) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan
prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya
untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang
dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai
tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin

mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.



Dari beberapa pengertian-pengertian efektivitas diatas dapat
disimpulkan, bahwa efektivitas adalah proses pelaksanaan tugas dan fungsi
dari suatu organisasi yang memanfaatkan sumber daya sarana dan
prasarana untuk mencapai hasil dengan penilaian yang telah ditetapkan
oleh organisasi.

Streers dalam (Rifa’i, 2013) mengemukakan lima kriteria dalam
pengukuran efektivitas yaitu:

1. Produktivitas

2. Kemampuan adaptasi kerja
3. Kepuasan kerja

4. Kemampuan berlaba

5. Pencarian sumber daya.

Selanjutnya Duncan (1973) dalam (Putra, 2018) mengatakan
bahwa ukuran efektivitas adalah sebagai berikut:
Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan biasanya merujuk pada tingkat keberhasilan
seseorang, kelompok, atau organisasi dalam mencapai tujuan mereka. Ini
adalah proses atau hasil dari upaya yang dilakukan untuk memenuhi atau
merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Integrasi
Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu

organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan
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komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi
meyangkut proses sosialisasi.
3. Adaptasi
Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri
dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan
dan pengisian tenaga kerja.
Menurut makmur (2015:7-9) dalam Syamuni dkk, (2024) unsur-unsur
efektivitas adalah:
1. Ketepatan Berpikir
2. Ketepatan dalam melakukan perintah
3. Penentuan Waktu
4. Ketepatan Dalam Pengukuran
5. Ketepatan dalam menentukan pilihan
6. Ketepatan berpikir
7. Ketepatan dalam melakukan perintah
8. Ketepatan dalam menentukan tujuan
9. Ketepatan ketepatan sasaran
10. Penentuan proses
2.2 Konsep Fungsi Planning
2.2.1 Pengertian Fungsi Planning
Menurut George .R. Terry, Perencanaan merupakan kegiatan
dalam memilih serta menghubungkan fakta dan menggunakan sejumlah

asumsi yang mengenai masa yang akan mendatang dengan jalan
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menggambarkan serta dengan merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan
diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut Nadjamuddin Ramli, 2007 dalam (Woltjer, 2014)
Perencanaan adalah fungsi manajemen yang menentukan tujuan-tujuan
suatu organisasi dan membuat strategi-strategi yang tepat untuk
mencapainya. Makna dasar perencanaan adalah proses penetapan tujuan
dan serangkaian kegiatan yang akan dihasilkan demi mencapai tujuan.

Menurut David (2011) dalam Kaehe dkk, (2019), perencanaan
adalah proses dimana seseorang menentukan apakah ia akan
menyelesaikan tugas dengan cara yang berbeda dari cara paling efektif
untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan mempersiapkan untuk
mengatasi kesulitan tak terduga dengan sumber daya yang memadai.

Dari beberapa pengertian-pengertian Perencanaan (Planning)
diatas dapat disimpulkan, bahwa Perencanaan (Planning) adalah proses
penetapan tujuan dan serangkaian kegiatan yang akan dihasilkan demi
mencapai tujuan.

2.2.2 Tujuan dan Manfaat fungsi Planning

Menurut Riduan dalam (Ridwan, 2019) perencanaan mempunyai
tujuan yang penting antara lain:

a. Memberikan penjelasan dan rincian tentang tujuan yang ingin
dicapai
b. Memberikan pegangan dan menetapkan tindakan yang harus

dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut
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c. Memperoleh standar sumber daya terbaik dan mendayagunakannya
sesuai dengan tugas pokok fungsi yang telah ditetapkan

d. Menjadi rujukan bagi anggota organisasi dalam menjalankan
aktivitas yang konsisten dengan prosedur dan tujuan

e. Memberikan wewenangan dan tanggung jawab bagi seluruh
pelaksana

f.  Memonitor dan mengukur berbagai keberhasilan secara intensif
untuk menemukan dan memperbaiki penyimpangan

g. keinginan untuk terpeliaranya persepsi antara kegiatan internal
dengan situasi eksternal

h. Mengurangi pemborosan
Perencanaan dipandang penting dan diperlukan bagi suatu

organisasi dikarenakan mempunyai manfaat antara lain:

a. Perencanaan yang diharapkan akan menciptakan pengarahan

kegiatan yang akan memandu pelaksanaan kegiatan untuk mencapai

tujuan pembangunan

b. Perencanaan memungkinkan perkiraan (forcasting) tentang apa

yang akan terjadi selama pelaksanaan. Perkiraan ini dilakukan bukan

hanya tentang hal-hal yang mungkin terjadi, namun juga tentang

hambatan dan risiko yang mungkin terjadi. Tujuan perencanaan adalah

untuk mengurangi secepat mungkin

c. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih cara terbaik

atau kombinasi cara terbaik



13

d. Perencanaan menyusun skala prioritas, mengurutkan tujuan, sasaran,
dan kegiatan usaha yang penting
e. Dengan adanya rencana, akan ada alat pengukur atau standar untuk
mengawasi atau menilai Kkinerja usaha atau organisasi, termasuk
pendidikan.
Pada dasarnya semua kegiatan perencanaan memiliki beberapa tahapan
dasar diantaranya sebagai berikut:
1. Tahap pertama adalah menetapkan tujuan, baik satu atau lebih. Perencanaan
dimulai dengan membuat keputusan tentang apa yang ingin dilakukan
organisasi atau kelompok kerja. Sumber daya yang disediakan oleh organisasi
akan digunakan secara tidak efektif jika organisasi tidak memiliki rencana yang
jelas untuk mencapai tujuan mereka.
2. Perumusan keadaan saat ini adalah tahap kedua. Karena tujuan dan rencana
terkait dengan masa depan, memahami posisi organisasi saat ini, tujuan yang
ingin dicapai, dan sumber daya yang tersedia untuk mencapainya sangatlah
penting.
3. Untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan, tahap
ketiga memerlukan identifikasi segala kekuatan dan kelemahan, serta
kemudahan dan hambatan.
4. Menjelaskan rencana atau kumpulan tindakan untuk mencapai tujuan adalah
tahap keempat. Ini adalah tahap terakhir dari proses perencanaan dan
mencakup pengembangan berbagai tindakan alternatif untuk mencapai tujuan

tersebut.
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Indikator Perencanaan (Planning) menurut George. R. Terry (1986) dalam (Amris,
2019)
1. Menetapkan tujuan yang jelas
Salah satu langkah penting dalam mengatasi masalah dengan peningkatan
pembuatan Ktp-el adalah menetapkan tujuan yang jelas. Ini karena tujuan yang
jelas akan memberikan arah dan fokus untuk memperbaiki proses yang ada.
Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses mulai dari
pendaftaftaran hingga penerbitan adalah salah satu masalah utama dalam
pembuatan Ktp-el. Pengurangan waktu yang diperlukan untuk setiap tahapan
proses, seperti verifikasi data atau perekaman biometrik, dapat menjadi tujuan
yang jelas. Misalnya, tujuannya bisa mengurangi waktu antrian atau membuat
setiap tahap proses pembuatan Ktp-el lebih efisien dengan menggunakan
teknologi atau menambah jumlah.
2. Menganalisa situasi atau lingkungan
Salah satu langkah penting dalam memahami konteks yang mempengaruhi
kesulitan meningkatkan kepemilikan Ktp-el adalah melakukan analisis situasi
atau lingkungan. Dengan melakukan analisis ini, kami dapat menemukan
elemen-elemen yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam
meningkatkan kepemilikan Ktp-el.
3. Menetapkan tindakan alternatif
" Salah satu masalah utama dalam pembuatan KTP di daerah yang jauh atau

sulit dijangkau, seperti daerah terpencil, adalah masalah aksesibilitas.
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4. Pemilihan alternatif yang tepat

Masyarakat sering tidak ingin menangani proses pembuatan Ktp-el karena
prosesnya yang panjang dan rumit. Hal ini termasuk banyaknya dokumen yang
diperlukan, verifikasi data yang lambat, dan banyaknya antrian di kantor
pelayanan.

a. Prosedur penyederhanaan : Kelancaran prosedur pendaftaran dan perekaman
data Ktp-el adalah pilihan yang tepat, karena mengurangi jumlah dokumen
yang diperlukan dan mengintegrasikan verifikasi data otomatis menggunakan
teknologi biometrik dapat mempercepat proses.

b. Pendaftaran dan pencatatan online: alternatif lain adalah sistem pendaftaran
online, di mana orang dapat mengisi formulir dan menggunggah dokumen
secara digital sebelum merekam dan verifikasi fisik.

5. Menetapkan uraian Tindakan

Permasalahan infrastruktur yang tidak memadai: Keterbatasan
infrastruktur di beberapa area, seperti jaringan internet yang tidak stabil atau
perangkat perekaman yang usang, sering menghambat proses pembuatan Ktp-el.
Masalah infrastruktur yang tidak memadai dapat memperlambat perekaman data,
bahkan menyebabkan kegagalan dalam proses pembuatan Ktp-el. Menetapkan
urutan tindakan yang jelas untuk memperbarui dan memperkuat infrastruktur ini

akan meminimalkan kegagalan.
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6. Implementasi rencana

Rencana peningkatan pembuatan Ktp-el sangat penting untuk mengatasi
berbagai masalah yang ada, seperti aksesibilitas, infrastruktur yang kurang
memadai, prosedur yang rumit, dan masalah data yang tidak valid atau pungutan
pembohong. Setiap implementasi yang dilakukan harus sesuai dengan masalah
yang ada di lapangan, mulai dari layanan keliling di daerah terpencil hingga
penggunaan teknologi biometrik untuk mengurangi kesalahan data. Rencana
yang tepat akan membuat proses pembuatan Ktp-el lebih efisien, transparan, dan
sebagainya.

7. Evaluasi dan pengawasan

Untuk menjamin pelayanan yang cepat, efisien, dan akurat kepada
masyarakat, evaluasi dan pengawasan sangat penting selama proses pembuatan

KTP elektronik. Beberapa masalah umum saat membuat Ktp-el adalah:

a. Keterlambatan Proses Pembuatan: Banyak warga yang mengalami
keterlambatan dalam mendapatkan Ktp-el mereka. Hal ini terjadi karena
masalah teknis seperti proses administrasi yang lama, masalah sistem
elektronik, atau blanko Ktp-el yang tidak tersedia.

b. Kendala Teknis di Daerah Terpencil
Wilayah terpencil yang jauh dari pusat pelayanan sering mengalami kendala
teknis karena infrastruktur yang terbatas dan akses internet yang tidak

memadai.
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8. Umpan balik untuk perbaikan
Perbaikan proses pembuatan Ktp-el sangat dipengaruhi oleh umpan balik
masyarakat dan petugas, yang membantu menyusun solusi yang tepat untuk
berbagai masalah yang ada.
2.3 Konsep Optimalisasi
2.3.1 Pengertian Optimalisasi

W.J.S. Poerwadarminta (1997:753) dalam (Rahmawan, 2012)
dikemukakan bahwa Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan
keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara
efektif dan efisien.

Menurut Winardi (1999 : 363) dalam (Wardhana, 2018) Optimalisasi
merupakan ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan, sedangkan jika
dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan
sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.

Menurut Depdikbud (1995, h. 628) dalam (Hidayat & Irvanda, 2022)
Optimalisasi berasal dari kata optimal berarti terbaik, tertinggi, sedangkan
optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan ketercapaian
dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan Kriteria yang telah di tetapkan.

Dari  beberapa pengertian-pengertian optimalisasi  diatas dapat
disimpulkan, bahwa optimalisasi adalah suatu proses pencapaian hasil sesuai
harapan secara efektif dan efisien. meninggikan atau meningkatkan ketercapaian

dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan.
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Menurut Siagian (2016:111) dalam (Rika Widianita, 2023) cara
mengoptimalkan penggunaan internet ada beberapa hal yang perlu diperhatikan,
antara lain:

a. Tentukan bagian mana dari organisasi atau perusahaan yang memiliki lalu
lintas dokumentasi tertinggi sehingga jelas bagian mana yang paling padat.

b. Manajemen organisasi atau bisnis harus menentukan perangkat apa yang
akan digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pengguna, apakah
itu melalui server web, email, atau metode lain, tergantung pada apakah
informasi tersebut bersifat publik, terbuka, atau rahasia.

c. Salah satu hal yang harus dipikirkan oleh manajemen organisasi atau
perusahaan adalah apakah mereka akan membuat antarmuka web khusus
untuk memproses data resmi sebagai aplikasi utama.

Di  Indonesia, masyarakat pedesaan menghadapi kendala dalam
mengoptimalkan penggunaan internet dan jaringan pedesaan, salah satunya adalah
rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan
tenaga sosial yang ahli untuk mendidik masyarakat desa dalam hal pekerja sosial
dan perencanaan sosial (Vito & Hetty K., 2015) dalam Izharsyah dkk,(2022). Oleh
karena itu, elemen perencanaan strategi yang lebih adaptif harus ditingkatkan,
seperti memperkuat infrastruktur jaringan.

2.4 Konsep Pelayanan
2.4.1 Pengertian Pelayanan
Menurut Kasmir (2011:15) dalam Devy dkk, (2020) pelayanan merupakan

tindakan atas perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan



19

kepada pelanggan. Tindakan tersebut dilakukan melalui cara langsung melayani
pelanggan. Tindakan yang dilakukan guna memenuhi keinginan pelanggan akan
suatu produk atau jasa yang mereka butuhkan.

Lukman (2000:5) dalam Nurjoko dkk, (2020) pelayanan merupakan suatu
kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang
lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasaan pelanggan.

Menurut A.S Moenir (2006: 26-27) dalam (Ulin & Aisyah, 2023) bahwa
pelayanan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara teratur oleh seseorang
atau sekelompok orang, sehingga melahirkan kepuasan yang hanya terjadi satu
kali saja apabila tidak ada pelayanan atau pelayanan timbal balik, berdasarkan
kemampuan memberikan layanan untuk meningkatkan keinginan pengguna.

Dari beberapa pengertian-pengertian pelayanan diatas dapat disimpulkan,
bahwa pelayanan adalah pelayanan merupakan tindakan atas perbuatan
seseorang atau  organisasi  untuk  memberikan  kepuasan  kepada
pelanggan. Tindakan tersebut dilakukan melalui cara langsung melayani
pelanggan.

Pelayanan yang baik harus dirancang pada level makro dan mikro. Dalam
level makro adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi pegawai

2. Meminta setiap instansi membuat standar hasil dan level pelayanan target
penyelesaiansetiap pekerjaan dengan waktu tertentu yang cepat dan akurat

3. Menyiapkan sistem pendukung dan proses pengerjaan yang efektif dan

efisien, meliputiprosedur, bahan, alat kerja, dan biaya
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4. Melakukan monitoring guna membentuk service excellent yang kelak
menjadi budayalayanan yang ramah dan menyenangkan Masyarakat
Sedangkan dalam level mikro adalah sebagai berikut:
1. Membuat kesepakatan bersama dengan seluruh karyawan untuk
mendiskusikan apa tugaslangkah mewujudkan pelayanan prima
2.  Membentuk service promise bersama dengan karyawan
3. Membentuk tim pemantau khusus
4. Tetapkan tujuan layanan yang jelas
5. Mendiskusikan kualitas pelayanan di setiap pertemuan dan pengarahan
6. Menyusun sop pengaduan. Setiap instansi hendaknya memiliki standar
tetap tentangbagaimana mekanisme komplain beserta penanganannya.
2.5 Konsep Kartu Tanda Penduduk (Ktp-el)
2.5.1 Pengertian Kartu Tanda Penduduk (Ktp-el)

KTP-EL merupakan tanda pengenal yang wajib dimiliki oleh setiap warga
Negara Indonesia (WNI) yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah.
(Suriyani, 2017)

2.5.2 Faktor penghambat dalam pelayanan pembuatan Ktp-El di Kabupaten
simeulue

Faktor penghambat dalam proses perekaman Ktp-el yaitu yang pertama
terkait dengan jaringan internet yang ada di kecamatan ataupun di desa setempat,
yang kedua fasilitas yang sangat terbatas, yang ketiga pihak operasional yang

melakukan jemput bola juga sangat terbatas.
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METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif dengan
menggunakan analisis data Kualitatif yang dilakukan melalui proses menyusun
secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi. (Khairiah & Harahap, 2021)

Teknik dalam pengumpulan data menggunakan metode Wawancara, yaitu
mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan
informan/narasumber dan mengunakan guide interview. Selain itu peneliti
mempelajari buku-buku, jurnal maupun catatan-catatan tertulis yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti.

Creswell (2014) dalam (Ali & Rizky, 2021) mengatakan bahwa penelitian
kualitatif adalah cara untuk melihat dan memahami apa yang dianggap berasal
dari masalah sosial atau kemanusiaan oleh sejumlah individu dan kelompok
orang. Proses penelitian kualitatif melibatkan sejumlah langkah penting, seperti
mengajukan pertanyaan dan menggunakan metode untuk mengumpulkan data
khusus, dan menganalisis data secara induktif mulai dari masalah khusus

hingga masalah umum.
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Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai

dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut

A 4

orang wajib memilikinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang kemudian diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyebutkan
bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan
kartu identitas dengan satu nomor induk kependudukan yang
berlaku secara nasional. KTP-el berisikan biodata singkat lengkap

dan disertai juga nomor induk kependudukan sehingga setiap

Monitoring dan evaluasi

program ktp-el

Tujuannya  untuk
optimalisasi dan

A 4

peningkatan kualitas

pelayanan (service

excellent)

A 4

A

Indikator perencanaan (planning) menurut
George. R. Terry (1986) dalam (Amris,

2019)
1.

2.

Menetapkan tujuan yang jelas
Menganalisa situasi atau lingkungan
Menetapkan tindakan alternatif
Pemilihan alternatif yang tepat
Menetapkan urutan tindakan
Implementasi rencana

Evaluasi dan pengawasan

Gambar 3.1 Kerangka Konsep
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3.3 Definisi Konsep

Definisi Konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah
dikelompokan kedalam variable agar lebih terarah. Jadi, jelasnya definisi konsep
dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata
yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain
kebenarannya. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan
konsep-konsep sebagai berikut:

a. Undang-undang yang mengatur tentang Kartu Tanda Penduduk Elektronik
(KTP-el) adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk
membangun sistem administrasi kependudukan yang lebih canggih dan
terintegrasi, yang akan meningkatkan dan meningkatkan manajemen data
kependudukan di Indonesia. Salah satu perubahan utama yang diatur
dalam undang-undang ini adalah kewajiban untuk menggunakan KTP
Elektronik (KTP-el) sebagai tanda pengenal. KTP-el dilengkapi dengan
teknologi chip elektronik yang menyimpan data pribadi, termasuk data
biometrik seperti foto wajah dan sidik jari, sehingga identifikasi yang lebih
akurat dan kemungkinan perlindungan identitas yang lebih kecil. Selain itu,
undang-undang ini mendukung pengoperasian administrasi kependudukan
yang lebih efisien, akurat, dan aman.

b. Indikator perencanaan (planning) menurut George. R. Terry , indikator

dibuat untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan program



24

administrasi kependudukan berjalan dengan baik, efisien, dan sesuai
dengan tujuan yang telah ditetapkan.
c. Monitoring dan evaluasi program Ktp-el untuk memastikan bahwa
kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan.
Serta memiliki peran penting dalam banyak program atau kegiatan untuk
menjamin keberhasilan, efisiensi, dan keinginan.
d. Optimalisasi program dan peningkatan kualitas pelayanan (Service
excellent) untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan kepuasan dalam
pelaksanaan program atau penyediaan layanan.
3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel
penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi
penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Adapun yang menjadi
kategorisasi dalam penelitian ini di dasari olen pendapat George .R. Terry
diantaranya:
a. Menetapkan tujuan yang jelas

Menetapkan tujuan yang jelas adalah proses menentukan target yang

spesifik, terukur, dan realistis yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan ini berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan tindakan dan upaya

ke arah yang diinginkan, yang akan membantu seseorang atau kelompok

mencapai hasil yang diharapkan secara efektif.
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Menganalisa situasi atau lingkungan

Proses untuk memahami faktor internal dan eksternal yang
mempengaruhi kinerja suatu organisasi, layanan, atau produk yang dikenal
sebagai analisis situasi. Analisis ini dapat membantu menentukan kekuatan
dan kelemahan serta peluang dan tantangan.
Menetapkan Tindakan alternatif

Menetapkan tindakan alternatif adalah proses di mana seseorang atau
kelompok menetapkan berbagai pilihan atau tindakan yang dapat diambil
untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya sebagai bagian dari proses
pengambilan keputusan.
Pemilihan alternatif yang tepat

Pemilihan alternatif yang tepat adalah proses pengambilan keputusan
yang dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai solusi potensial untuk
masalah.
Menetapkan urutan Tindakan

Salah satu bagian dari proses perencanaan adalah menetapkan urutan
tindakan, yang berarti menentukan apa yang akan dikerjakan, bagaimana
mengerjakannya, dan siapa yang akan mengerjakannya.
Implementasi rencana

Untuk memastikan bahwa rencana yang telah disepakati dapat diterapkan
dan memiliki dampak yang positif, implementasi rencana adalah tindakan

atau pelaksanaan rencana yang telah direncanakan secara menyeluruh.
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g. Evaluasi dan pengawasan
Evaluasi adalah proses menilai, mengukur, atau mengamat sesuatu untuk
menentukan nilai, dampak, atau efektivitasnya. Evaluasi dapat dilakukan pada
berbagai hal, seperti program, produk, layanan, atau proses. Sementara itu,
pengawasan adalah proses kegiatan untuk memastikan bahwa hal yang
direncanakan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah
ditetapkan.
h. Umpan balik untuk perbaikan
Berbagi informasi, pengamatan, dan saran untuk membantu seseorang
atau kelompok meningkatkan Kkinerja, produk, atau layanan adalah proses
umpan balik untuk perbaikan. Umpan balik yang baik tidak harus membuat
seseorang merasa buruk, tetapi dapat membantu mereka berkembang dan
tumbuh.
3.5 Informan atau Narasumber
Menurut Sugiyono (2018) menjelaskan tentang sumber informasi dalam
penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berhubungan dengan
permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan
kondisi latar penelitian.
Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki
informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu
berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Adapun

Narasumber dalam penelitian ini adalah:



27

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftar Penduduk
3.6 Teknik Pengumpulan Data
Menurut Arikunto (1998 : 144) sumber data adalah subjek dari mana suatu
data dapat diperoleh. Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam
penelitian ini adalah :
a. Data Primer
Menurut Sugiyono (2013:193) Data primer adalah data yang diperoleh
secara langsung dari sumber aslinya. Data primer secara khusus
dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer biasanya
diperoleh dari survey lapangan yang menggunakan semua metode
pengumpulan data ordinal. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah :
1. Observasi
Observasi adalah pengamatan langsung kepada para pembuat
keputusan berikut, lingkungan fisiknya, dan atau pengamatan langsung
suatu kegiatan yang sedang berjalan. Metode ini dibutuhkan dengan
melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang relevan
dengan fokus penelitian.
2. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan

yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Peneliti
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dalam hal ini berkedudukan sebagai interviewer, mengajukan pertanyaan,
menilai jawaban, meminta penjelasan, mencatat dan menggali pertanyaan
lebih dalam. Dipihak lain, informan menjawab pertanyaan dan memberikan

penjelasan.

. Data Skunder

Menurut Sugiyono (2013:62), data sekunder adalah data yang tidak
langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui
orang lain atau mencari melalui dokumen. Data sekunder biasanya telah
dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada
masyarakat pengguna data. Data sekunder dalam peneltian ini adalah literatur

dan lokasi dan akses informasi dari perusahaan.

. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pelengkap
dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.
Studi dokumen merupakan pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta
dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar
data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal dan
sebagainya.

. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang diperoleh dari buku buku, karya ilmiah,

pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan

diteliti.
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3.7 Teknik Analisis Data
Sugiyono (2010) mengemukakan bahwa, analisis data adalah proses
mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan
data kedalam katagori, menjabarkan ke dakam unit-unit, melakukan sintesa,
menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari,
dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun
orang lain.
1. Reduksi Data
Reduksi data yaitu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal penting, dicarilah hal-hal terkait wayang. Dari
data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas dan
memudahkan peneliti guna mengumpulkan data.
2. Penyajian Data
Data disajikan dalam bentuk uraian singkat dan dokumen dimana peneliti
menyajikan data wayang dalam bentuk teks bersifat naratif.
3. Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan
bukti kuat yang mendukung di tahap pengumpulan data selanjutnya. Jika
kesimpulan ditahap awal didukung dengan bukti valid dan konsisten saat
dilakukabn penelitian ulang di lapangan, maka kesimpulan tersebut kredibel

dan belum pernah ada sebelumnya.
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3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

Kabupaten Simeulue, Kecamatan Simeulue Timur, Provinsi Aceh.

Sumbue

Lokupau

Langi Bunan
Sinarung

Datimun Silingar:

Kampung Aie O Pulau

Ivabah

SinabAng

Ballasetas

Gambar 3.2 Lokasi Penelitian
(Sumber: Google Maps 2025)

Gambar 3.3 Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Simeulue
(Sumber: https://images.app.qoo.gl/ViQPVLYD1Y4PZTJPA)
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3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian
a. Profil Singkat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Simeulue

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue
dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue. Sebelumnya, urusan
kependudukan berada di bawah naungan Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten (SEKDAKAB) Simeulue. Seiring perkembangan regulasi,
struktur organisasi Disdukcapil Simeulue mengalami penyesuaian melalui
Qanun Nomor 8 Tahun 2010, yang mengatur pembentukan dan tata Kkerja
perangkat daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue
berlokasi di JI. Syahriah Sinabang, Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur,
Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. Pemerintah kabupaten/kota, termasuk
Simeulue, mengelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang
bertanggung jawab atas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Tugasnya Menerbitkan informasi kependudukan, seperti pembuatan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Keluarga (KK), Akta kelahiran

dan sebagainya.
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b. Visi dan Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Simeulue
1. Visi
Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana instansi pemerintah
harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, telah dirumuskan
dan ditetapkan sebagai berikut: "Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Kependudukan yang Tertib, Akurat, Dinamis dan Membahagiakan".
2. Misi
Misi adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan yang ingin dicapai
oleh suatu organisasi atau individu, serta metode yang akan digunakan untuk
mencapainya. Adapun misi Disdukcapil kabupaten Simeulue sebagai berikut:
a. Mewujudkan Pelayanan yang Optimal Kepada Masyarakat dalam
Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
b. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Teknologi,
Informasi yang Handal.
c. Menjalin Kerjasama Kelembagaan dalam Mendukung Administrasi
Kependudukan.
d. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Gerakan

Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan.
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c. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Simeulue
Tujuan utama Disdukcapil Simeulue adalah mewujudkan
pelayanan administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dinamis, dan
membahagiakan masyarakat. Sasaran utamanya adalah terwujudnya
pelayanan yang optimal di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta
meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia, teknologi, dan informasi
yang handal.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Disdukcapil Kabupaten Simeulue

Tujuan Sasaran

1. Mewujudkan Pelayanan 1. Peningkatan Administrasi

Administrasi Kependudukan yang
Tertib, Akurat, Dinamis, dan
Membahagiakan.

Mewujudkan Pelayanan yang
Optimal Kepada Masyarakat
dalam Bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

Meningkatkan Pengelolaan
Sumber Daya Manusia,
Teknologi, Informasi yang

Handal.

Kependudukan dan Akta-akta
Pencatatan  Sipil  berbasis
teknologi informasi.

2. Meningkatnya kualitas
Pelayanan  Publik  secara
prima.

3. Meningkatnya kualitas
Sumber Daya  Manusia
aparatur Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

Sumber: (Peneliti 2025)
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d. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Simeulue

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIMEULUE
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Gambar 3.4 Struktur Organisasi Dukcapil kabupaten Simeulue

(Sumber: https://dukcapil.simeuluekab.go.id/halaman/struktur-organisasi-

disdukcapil-kab-simeulue)
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian dilapangan, yang dilakukan secara lansung dan
mengumpulkan informasi tentang pendapat informan, dibahas dan disajikan
dalam bab ini. Penelitian ini mengumpulkan data dari Disdukcapil Kabupaten
Simeulue dan bertujuan untuk menjelaskan seberapa efektif fungsi perencanaan
di Disdukcapil Kabupaten Simeulue dalam mengoptimalkan kepemilikan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El). Pada kesempatan ini, tujuan penulis
adalah untuk mengulas subjek penelitian dan menganalisis data yang
dikumpulkan.

Untuk mencapai kesimpulan, bab ini menyajikan dan menganalisis data
yang diperoleh dari penelitian dilapangan, juga dikenal sebagai pendekatan
kualitatif. Data ini diperoleh melalui wawancara atau tanya jawab dengan
informan, dan kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan data dan jawaban
atas rumusan masalah. Data tersebut berupa jawaban dari pertanyaan yang
berkaitan dengan masalah penelitian, setiap pertanyaan yang diajukan peneliti
akan digunakan dalam analisis penelitian pada bab ini. Waktu pengumpulan data

kurang lebih tiga bulan.
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4.2 Deskripsi Narasumber
Pada penelitian ini peneliti menetapkan beberapa narasumber yang
dapat membantu menyelesaikan penelitian. Adapun narasumber sebagai berikut:

Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jabatan dan Usia

No. Nama Jabatan Usia

1.  Ahmadnuddin, S.Ag Kepala Dinas Kependudukan Dan 52 Tahun
Pencatatan Sipil

2. Herlismawati, SKM., MKM  Sekretaris Dinas Kependudukan 41 Tahun
Dan Pencatatan Sipil

3. Abdullah Mujahid, SE., M.Si  Kepala Bidang Pelayanan 45 Tahun
Pendaftar Penduduk

Sumber: (Peneliti 2025)

4.3 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi
4.3.1 Menetapkan Tujuan Perencanaan Yang Jelas

Menetapkan tujuan yang jelas adalah proses menentukan tujuan atau
target yang spesifik, terukur, dan terarah yang ingin dicapai dalam jangka waktu
tertentu. Tujuan yang jelas memberikan motivasi, arah, fokus, dan membantu
dalam menyusun langkah-langkah atau strategi yang tepat untuk mencapainya.
Menurut (Thompson & Martin, 2005) dalam (Fadhli, 2020) menjelaskan bahwa
menetapkan tujuan yang jelas adalah proses di mana organisasi menentukan
tujuan, sasaran, dan tingkat pencapaian yang diinginkan, keputusan dan tindakan
untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu yang tepat, dalam kondisi
lingkungan yang berubah-ubah, melaksanakan perencanaan, dan menilai
kemajuan dan efektivitas organisasi. Artinya, organisasi harus melakukan

manajemen strategis secara menyeluruh selama operasinya.
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak
Ahmadnuddin, S.Ag pada Rabu, 19 Maret 2025 pukul 11.00 WIB beliau
mengatakan bahwa:

“‘Aktivitas untuk mengefesienkan pencapaian Ktp-el supaya lebih akurat
lagi kami sudah membuat satu surat suruhan dari Bapak Pj Bupati yaitu
Bapak Teuku Reza Fahlevi, M.M, yang mana setiap anak usia 17 tahun
untuk melakukan perekaman, mana kala ini tidak dilakukan maka
kemungkinan besar diberikan sangsi administrasi berupa tidak dibagikan
rapor, tidak naik kelas dan sebagainya. Hal ini sudah kita lakukan
alhamdulliah saat ini sudah lebih banyak lagi masyarakat atau pun siswa-
siswa untuk melakukan perekaman. Kenapa kami melakukan itu, karena di
satu sisi setelah kami lihat banyak sekali masyarakat yang kurang
antusias untuk membuat Ktp-el, dikarenakan tidak ada kepentingan khusus
seperti, mereka melaksanakan kuliah, membuka tabungan ataupun
pekerjaan lainnya. Mana kala mereka tidak ada kepentingan tersebut
mereka terus terang enggan untuk melakukan perekaman Ktp-el ke
kabupaten, mengingat jarak tempuh dari kecamatan ke kabupaten itu
sangat jauh dan membutuhkan biaya besar.’’

Kemudian hasil wawancara dari bapak Abdullah Mujahid, SE., M.Si
selaku Kepala Pelayanan Pendaftar Penduduk pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul
10.00 WIB mengatakan:

“Ada beberapa masalah dengan menetapkan tujuan yang jelas untuk
perencanaan pelayanan KTP-el di kabupaten simeulue. Yang pertama
terkait dengan jaringan yang ada di kecamatan ataupun di desa setempat,
yang kedua fasilitas yang sangat terbatas dan yang ketiga pihak
operasional untuk melakukan jemput bola juga sangat terbatas.”

Selanjutnya beliau mengatakan:

““Yang terlibat dalam menyusun tujuan dalam optimalisasi pelayanan Ktp-
el secara menyeluruh yaitu, Disdukcapil, Bappeda, Desa dan kecamatan.’

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber

dapat disimpulkan bahwa, Disdukcapil telah melakukan berbagai strategi untuk

mengoptimalkan pelayanan KTP-el di Kabupaten Simeulue, namun masih



38

terdapat beberapa masalah struktural dan teknis yang harus diatasi. Di bawah
bimbingan Pj Bupati Teuku Reza Fahlevii, MM, Dinas Dukcapil telah
mengeluarkan kebijakan strategi, termasuk surat edaran yang mewajibkan siswa
usia 17 tahun untuk melakukan perekaman KTP-el. Untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan.

Disdukcapil, Bappeda, pemerintah desa, dan pihak kecamatan bekerja
sama dalam perencanaan tujuan optimalisasi pelayanan ini. Hal ini menunjukkan
pentingnya kerja sama antarlembaga untuk membuat strategi pelayanan yang
lebih efisien dan merata di seluruh wilayah, terutama di daerah dengan akses
terbatas. Oleh karena itu, meskipun tindakan proaktif telah diambil, masalah
infrastruktur dan sumber daya masih menjadi kendala utama yang harus diatasi
untuk menjadikan pelayanan KTP-el lebih efisien, merata, dan inklusif di
seluruh wilayah Kabupaten Simeulue.
4.3.2 Menganalisa Situasi Atau Lingkungan Perencanaan

Analisis situasi atau lingkungan adalah proses mengkaji, mengevaluasi,
dan memahami kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu
organisasi, program, atau kegiatan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk
menemukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat
mempengaruhi pencapaian tujuan. Menurut David Hunger dan Thomas Wheelen
(2003) dalam (Simamora dkk, 2021) Mereka menyatakan bahwa Pengamatan
lingkungan adalah fase di mana aktivitas pemantauan (monitoring), evaluasi, dan

penyebaran data dari lingkungan internal organisasi ke individu penting dalam
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organisasi. Dilihat dari sudut pandang internal (kekuatan dan kelemahan) dan
eksternal (peluang dan ancaman).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak
Ahmadnuddin, S.Ag pada Rabu, 19 Maret 2025 pukul 11.00 WIB beliau
mengatakan bahwa:

“Cara dinas mengumpulkan data untuk menganalisis situasi atau
lingkungan dalam optimalisasi pelayanan kepemilikan Ktp-el di kabupaten
Simeulue adalah dengan turun ke lapangan untuk melihat atau bertanya
langsung kepada aparat pemerintahan yang ada di desa dan kecamatan,
yaitu masyarakat yang belum memiliki Ktp-el. Dengan demikian, kami
dapat mengetahui mana yang paling banyak masyarakat yang belum
memulai perekeman , dan kami akan susunkan jadwal khusus, yaitu
dengan melakukan jemput bola yang paling optimal. Sehingga jemput bola
ini merupakan strategi disdukcapil untuk mengejar atau memberikan
dampak lebih terhadap masyarakat sehingga masyarakat memiliki Ktp-
el.”

Kemudian hasil wawancara dengan ibu Herlismawati, SKM.,MKM

selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil pada Rabu, 19
Maret 2025 pukul 14.00 WIB mengatakan:

“Untuk masalah analisis situasi atau lingkungan, tahun sebelumnya kami

mengalami kesulitan dalam melakukan analisis situasi atau lingkungan

karena kami hanya memiliki satu unit alat perekam. Oleh karena itu, kami

merencanakan untuk melakukan jemput bola setiap sabtu minggu, karena
kantor tutup pada hari itu, sehingga pelayan di kantor tidak kesulitan.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Abdullah Mujahid, SE.,

M.Si selaku Kepala Pelayanan Pendaftar Penduduk pada Kamis, 20 Maret 2025
pukul 10.00 WIB mengatakan:

“Untuk mengoptimalkan pelayanan KTP-el, analisis situasi dan

lingkungan sangat penting bagi Disdukcapil Kabupaten Simeulue. karena

tanpa analisis bagaimana kita bisa mendapatkan data yang akan kita tuju,

kita hanya akan memeriksa mana yang belum dan mana yang sudah dan
kemudian melakukan penyisiran.”
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Hasil wawancara dengan berbagai sumber menunjukkan bahwa
pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui komunikasi dengan aparat
desa dan kecamatan untuk mengidentifikasi lokasi dengan tingkat perekaman
yang rendah. Untuk membuat jadwal layanan jemput bola yang lebih tepat
sasaran dan efektif, analisis ini digunakan. Namun, keterbatasan sumber daya,
terutama satu unit alat perekaman yang tersedia, sempat menghalangi penilaian
situasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, Disdukcapil membuat rencana
jemput bola akhir pekan (Sabtu-Minggu) untuk memastikan pelayanan tetap
berjalan tanpa mengganggu operasi kantor pada hari kerja.

analisis situasi sangat penting untuk pelaksanaan pelayanan
administrasi kependudukan, terutama dalam upaya meningkatkan penutupan
perekaman KTP-el. Disdukcapil Simeulue dapat mengidentifikasi masyarakat
yang belum memiliki KTP-el dan memberikan layanan yang sesuai dengan
mereka dengan melakukan penyisiran data secara sistematis.

Untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil atau sulit dijangkau,
strategi jemput bola menjadi strategi utama. Meskipun Disdukcapil mempunyai
keterbatasan fasilitas dan perangkat perekaman, penjadwalan layanan di luar hari
kerja juga merupakan solusi alternatif. Langkah-langkah ini menunjukkan
komitmen Disdukcapil untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan akses
masyarakat terhadap dokumen identitas resmi.

4.3.3 Menetapkan Tindakan Alternatif Perencanaan
Menetapkan tindakan alternatif adalah proses perencanaan atau

pengambilan keputusan di mana seseorang atau kelompok mengidentifikasi dan
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menentukan berbagai tindakan yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah
atau mencapai tujuan tertentu. Menurut Terry (2003) dalam (Hafizhudin &
Afriansyah, 2019) Terry mengatakan pengambilan keputusan adalah pilihan
antara dua atau lebih pilihan perilaku untuk memecahkan masalah dengan
memilih satu dari pilihan yang tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak
Ahmadnuddin, S.Ag pada Rabu, 19 Maret 2025 pukul 11.00 WIB beliau
mengatakan bahwa:

“Untuk meningkatkan pelayanan Kip-el, kami akan melakukan jemput
bola ke desa-desa dan membuat layanan keliling khusus untuk inovasi di
masa depan, namun ini masih dalam perencanaan. Kami membutuhkan
kendaraan roda dua yang dilengkapi dengan alat perekaman portabel jika
pemerintah daerah menyetujuinya . dan semoga anggaran dan sumber
daya manusia menyediakan dukungan.”

Kemudian hasil wawancara dengan ibu Herlismawati, SKM.,MKM
selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil pada Rabu, 19
Maret 2025 pukul 14.00 WIB mengatakan:

"Ada masalah saat menerapkan opsi alternatif, yaitu masalah dana.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Abdullah Mujahid, SE.,
M.Si selaku Kepala Pelayanan Pendaftar Penduduk pada Kamis, 20 Maret 2025
pukul 10.00 WIB mengatakan:

“Kami meminta pengadaan alat lansung cetak sebagai bagian dari
perencanaan yang telah kami komunikasikan dengan pimpinan mengenai
timdakan alternatif agar pelayanan menjadi lebih optimal. Kami

menempatkan alat tersebut di kecamatan, seperti ATM, tetapi ini
mengeluarkan KK, KTP, dan Akta Kelahiran secara otomatis.”
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Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber
dapat disimpulkan bahwa, Disdukcapil Simeulue memiliki upaya dan komitmen
yang kuat untuk meningkatkan melalui pendekatan pelayanan alternatif dan
inovatif. Namun, kekurangan dana dan sumber daya menghalangi inovasi
tersebut untuk dilaksanakan. Agar rencana tersebut dapat dilaksanakan secara
efektif, pemerintah daerah harus memberikan dukungan dalam bentuk anggaran,
sumber daya manusia, dan infrastruktur. Inisiatif seperti layanan keliling dan alat
cetak otomatis mencerminkan visi pelayanan kependudukan yang modern,
inklusif, dan sesuai dengan kondisi geografis wilayah Simeulue.

4.3.4 Pemilihan Alternatif Perencanaan Yang Tepat

Pilihan alternatif yang tepat adalah proses memilih satu pilihan terbaik
dari sejumlah pilihan yang tersedia dengan mempertimbangkan kriteria atau
pertimbangan tertentu agar keputusan yang diambil menghasilkan hasil yang
paling ideal atau sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Menurut Kusnadi (2005)
dalam A. Rifa’i, (2019) pengambilan keputusan adalah menentukan atau
memilih suatu alternatif dari banyak pilihan yang tersedia, dengan
mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak
Ahmadnuddin, S.Ag pada Rabu, 19 Maret 2025 pukul 11.00 WIB beliau
mengatakan bahwa:

“Adapun pilihan yang terbaik dalam memilih alternatif yang paling sesuai
yaitu jemput bola. Salah satu tantangan kami adalah jaringan internet di
lapangan yang sangat terganggu. Oleh karena itu kami sangat
membutuhkan yang namanya starlink. Starlink ini tujuannya adalah untuk

memberikan akses internet berkecepatan tinggi dengan latensi rendah di
seluruh dunia, termasuk di daerah terpencil. dimana desa-desa ataupun
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tempat yang tidak ada sinyal itu bisa dilakukan perekaman, ini kendala
yang terbesar yang kami hadapi. Mudah-mudahan juga Pimpinan daerah
ataupun dari pihak Dprk dapat menyetujui anggaran dari pada
pengadaan starlink ini.”
Kemudian hasil wawancara dengan ibu Herlismawati, SKM.,MKM
selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil pada Rabu, 19
Maret 2025 pukul 14.00 WIB mengatakan:
“Penerapan alternatif yang dipilih adalah jemput bola, tetapi jika jemput
bola ini ada levelnya, jika kita jemput bola dengan alat secukupnya,
mungkin belum terlalu berdampak tetapi jika alatnya kita memiliki satu
kecamatan 1 bergerak atau bahkan satu desa 1 begerak itu sangat efektif.
Kembali lagi ke alat yang tidak cukup dan perangkat yang seadaannya
saja yang kita pakai. ”
Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Abdullah Mujahid, SE.,
M.Si selaku Kepala Pelayanan Pendaftar Penduduk pada Kamis, 20 Maret 2025
pukul 10.00 WIB mengatakan:
“Untuk pemilihan alternatif yang lebih baik di masa mendatang, kami
sudah membuat perencanaan melalui Renja (Rencana kerja) dan sudah
dibahas di Bappeda, dan sekarang tinggal persetujuan Dprk.”
Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber
dapat disimpulkan bahwa, pendekatan jemput bola merupakan alternatif terbaik
dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, terutama di daerah-
daerah terpencil. Namun, terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi,
yaitu keterbatasan akses internet menjadi hambatan terbesar di lapangan yang
menghambat proses perekaman data. Solusi yang diusulkan adalah penggunaan

layanan internet satelit seperti Starlink, yang mampu memberikan akses internet

cepat dan stabil di wilayah tanpa sinyal. Pelaksanaan jemput bola saat ini masih
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terkendala oleh keterbatasan alat. Efektivitas jemput bola sangat bergantung
pada ketersediaan perangkat yang memadai. Idealnya, tiap kecamatan atau
bahkan tiap desa memiliki satu unit layanan bergerak untuk meningkatkan
jangkauan dan efisiensi pelayanan. Upaya peningkatan pelayanan sudah
direncanakan melalui dokumen Renja dan telah dibahas di Bappeda. Namun,
implementasinya masih menunggu persetujuan dari pihak legislatif daerah
(DPRK) untuk pengalokasian anggaran.

4.3.5 Menetapkan Urutan Tindakan Perencanaan

Menetapkan urutan tindakan adalah Proses menyusun langkah-langkah
atau kegiatan secara sistematis berdasarkan prioritas, logika, atau kebutuhan agar
tujuan tertentu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut George R.
Terry, mengatakan bahwa menetapkan urutan tindakan adalah bagian dari fungsi
perencanaan (planning), yang berarti menentukan terlebih dahulu serangkaian
tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk
mengatur waktu dan urutan kegiatan secara logistik dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak
Ahmadnuddin, S.Ag pada Rabu, 19 Maret 2025 pukul 11.00 WIB beliau
mengatakan bahwa:

“Kami melakukannya untuk memastikan bahwa itu sesuai dengan rencana
yang sudah ada di dokumen. Mulai dari pelaporannya, sampai ke

pelaksanaan kegiatannya. Oleh karena itu, jika anggaran tersedia, setiap
dinas akan melaksanakannya sesuai dengan apa yang mereka pikirkan.”
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Kemudian hasil wawancara dengan ibu Herlismawati, SKM.,MKM
selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil pada Rabu, 19
Maret 2025 pukul 14.00 WIB mengatakan:

“Salah satu masalah yang menghalangi pelaksanaan rencana yang
tercantum dalam dokumen adalah tingkat kesadaran masyarakat yang
rendah. Meskipun dana, tenaga kerja manusia, dan perangkat telah
tersedia, sebagian besar orang enggan memulai perekaman. Kami
merencanakan sosialisasi, namun hal itu tidak cukup karena masyarakat
bergantung pada waktunya.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Abdullah Mujahid, SE.,
M.Si selaku Kepala Pelayanan Pendaftar Penduduk pada Kamis, 20 Maret 2025
pukul 10.00 WIB mengatakan:

“Penerapan urutan tindakan sejauh ini menunjukkan perencanaan yang
rapi dan terstruktur, namun implementasinya dihadapkan pada kendala
anggaran dan keterlibatan masyarakat. Artinya, keberhasilan urutan
tindakan tidak hanya bergantung pada dokumen dan sumber daya, tetapi
juga pada faktor eksternal seperti kesadaran, sikap, dan kebiasaan
masyarakat. ”

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber dapat
disimpulkan bahwa, penerapan urutan tindakan dalam pelaksanaan program di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dirancang secara sistematis dan
terstruktur, sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Proses
mulai dari pelaporan hingga pelaksanaan kegiatan telah mengikuti alur kerja
yang jelas. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah
kendala utama seperti ketergantungan pada anggaran, kesadaran masyarakat

yang masih rendah dan faktor waktu dan kebiasaan masyarakat. Secara

keseluruhan, keberhasilan penerapan urutan tindakan tidak hanya bergantung
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pada perencanaan yang matang dan ketersediaan sumber daya internal, tetapi
juga sangat ditentukan oleh faktor eksternal, khususnya tingkat keterlibatan dan
kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi pelaksanaan yang
lebih adaptif dan partisipatif, agar tujuan program dapat tercapai dengan lebih
efektif dan berkelanjutan.
4.3.6 Implementasi Perencanaan
Implementasi perencanaa adalah Proses penerapan rencana yang telah
disusun sebelumnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut
Bernardine R. Wijaya dan Susilo Supardo dalam (Arief & Hayati, 2021),
implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik.
Implementasi secara umum didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan
sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak
Ahmadnuddin, S.Ag pada Rabu, 19 Maret 2025 pukul 11.00 WIB beliau
mengatakan bahwa:
“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memastikan bahwa
implementasi rencana berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan
melalui berbagai mekanisme strategis. Hal ini dilakukan dengan
menyusun rencana kerja yang terukur, melakukan monitoring dan evaluasi
secara berkala, serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas setiap
kegiatan. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi administrasi
kependudukan (SIAK), koordinasi lintas sektor, dan penerimaan umpan
balik dari masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa
pelaksanaan program tetap berada dalam jalur yang telah direncanakan.

Langkah-langkah tersebut mendukung tercapainya pelayanan yang efektif,
efisien, dan tepat sasaran dalam bidang administrasi kependudukan. ”
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Kemudian hasil wawancara dengan ibu Herlismawati, SKM.,MKM
selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil pada Rabu, 19
Maret 2025 pukul 14.00 WIB mengatakan:

“Rencana kepemilikan KTP-el telah dilaksanakan dengan baik di
Kabupaten Simeulue , meskipun terdapat beberapa kendala yang
mempengaruhi kinerja pelaksanaannya. Keterbatasan alat dan sarana
prasarana, gangguan jaringan internet, kekurangan sumber daya manusia,
rendahnya kesadaran masyarakat, dan ketergantungan pada anggaran
adalah beberapa hambatan utama. Meskipun rencana telah disusun
dengan cermat, keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada
kemampuan untuk beradaptasi dan beradaptasi dengan situasi di
lapangan.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Abdullah Mujahid, SE.,
M.Si selaku Kepala Pelayanan Pendaftar Penduduk pada Kamis, 20 Maret 2025
pukul 10.00 WIB mengatakan:

“Rencana pelayanan kepemilikan KTP-el di Kabupaten Simeulue
menunjukkan hasil yang positif, dengan pencapaian 94,99% dari target
nasional. Strategi jemput bola dan pengelolaan alat perekaman secara
bergilir telan meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan di wilayah
terpencil. Capaian ini menunjukkan bahwa strategi yang dibuat dapat
berfungsi dengan cukup baik di tengah kesulitan yang ada, meskipun
masih ada beberapa kendala, seperti keterbatasan alat, jaringan, dan
partisipasi masyarakat. ”

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber
dapat disimpulkan bahwa, implementasi rencana pelayanan kepemilikan KTP-el
di Kabupaten Simeulue telah dirancang secara terukur dan dilaksanakan dengan
strategi yang sistematis, termasuk monitoring berkala, koordinasi lintas sektor,
dan pemanfaatan sistem SIAK. Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala

seperti keterbatasan alat, jaringan internet, sumber daya manusia, dan partisipasi

masyarakat, capaian perekaman mencapai 94,99% dari target nasional. Hal ini
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menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan cukup efektif dalam mengatasi
tantangan di lapangan dan mendukung tercapainya pelayanan kependudukan
yang efisien dan tepat sasaran.

4.3.7 Evaluasi Dan Pengawasan Perencanaan

Evaluasi adalah Proses sistematis untuk menilai sejauh mana tujuan,
sasaran, atau hasil dari suatu program, kegiatan, atau kebijakan telah tercapai
disebut evaluasi. Sementara itu, pengawasan adalah kegiatan untuk mengawasi,
mengawasi, dan memastikan bahwa pelaksanaan program atau kegiatan berjalan
sesuai dengan rencana, aturan, dan ketentuan yang berlaku. Menurut (Masrukhin,
2013) dalam Fadillah Annisak dkk, (2024) Evaluasi adalah proses terencana
untuk mengukur keadaan suatu objek dengan instrumen dan menggunakan
hasilnya sebagai tolak ukur perbandingan dengan yang direncanakan untuk
mencapai kesimpulan. Menurut The Liang Gie, (2000:64) dalam Fadillah
Annisak dkk, (2024) pengawasan adalah mengawasi, memeriksa, mencocokkan-
kan, dan mengontrol semua tindakan agar berjalan sesuai dengan rencana dan
mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak
Ahmadnuddin, S.Ag pada Rabu, 19 Maret 2025 pukul 11.00 WIB beliau
mengatakan bahwa:

“Masyarakat menghadapi beberapa tantangan saat memperoleh Ktp-el.
Yang pertama adalah kesadaran masyarakat tentang kepemilikan Ktp-el,
yang kedua adalah kurangnya sumber daya manusia atau operator yang
siap untuk melakukan perekaman, dan yang ketiga adalah kurangnya
sarana pendukung seperti alat perekaman. Setiap tahun kami melakukan
evaluasi termasuk dari level pimpinan yang paling atas, yang disesuaikan
dengan kerangka perencanaan yang telah kami buat sebelumnya. Evaluasi

muncul dalam dokumen pelaksanaan anggaran, di mana indikator-
indikator yang ditargetkan muncul. Kami sudah memiliki tujuan dan kami
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hanya mengejarnya. Tidak mungkin bagi kami untuk membuat
perencanaan yang tidak dapat kami lakukan.”

Kemudian hasil wawancara dengan ibu Herlismawati, SKM.,MKM
selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil pada Rabu, 19
Maret 2025 pukul 14.00 WIB mengatakan:

“Tingkat kepemilikan Ktp-El di masyarakat Alnamdulillah sekarang lebih
dari 97% dan itutidak mungkin 100% karena jumlah orang yang
memilikinya terus bertambah setiap hari. Misalnya, hari ini ada 10 orang
yang belum memiliki Ktp-El, tetapi besok ada yang berumur 17 tahun dan
itu terus bertambah. Jadi, pembuatan Ktp-El terus bertambah seiring
bertambahnya usia.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Abdullah Mujahid, SE.,
M.Si selaku Kepala Pelayanan Pendaftar Penduduk pada Kamis, 20 Maret 2025
pukul 10.00 WIB mengatakan:

“Ombusman menanyakan kebeberapa masyarakat tentang tingkat
kepuasan masyarakat terhadap ktp-el saat ini, alhamdulillah kenaikan
naik dari selama ini kurang baik sekarang menjadi baik.”

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber
dapat disimpulkan bahwa, pelayanan administrasi KTP-el menunjukkan
peningkatan yang signifikan, meskipun masih ada tantangan yang harus
diselesaikan. Beberapa kendala utama yang dihadapi masyarakat dalam
memperoleh KTP-el antara lain: rendahnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya KTP-el, kurangnya SDM/operator perekaman, serta minimnya
sarana pendukung seperti alat perekaman. Namun, dinas terkait melakukan

evaluasi tahunan yang sistematis dan berbasis perencanaan untuk mengatasi

kendala tersebut. Tingkat kepemilikan KTP-el di masyarakat telah mencapai
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lebih dari 97%. Angka ini sangat bagus mengingat pertumbuhan penduduk
setiap hari (seperti warga yang baru berusia 17 tahun). Hasil penilaian
Ombudsman menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
KTP-el telah meningkat dari sebelumnya yang dinilai kurang baik menjadi baik.
Pelayanan KTP-el menunjukkan tren yang positif dengan tingkat kepemilikan
tinggi dan peningkatan kepuasan masyarakat, meskipun masih diperlukan
perbaikan pada aspek kesadaran masyarakat, SDM, dan sarana pendukung.
4.3.8 Umpan Balik Untuk Perbaikan Perencanaan
Umpan balik untuk perbaikan adalah informasi atau tanggapan yang
dihasilkan dari evaluasi suatu kegiatan, program, atau kinerja. Tujuan umpan balik
ini adalah untuk memperbaiki kesalahan, meningkatkan kualitas, dan
mengoptimalkan hasil di masa mendatang. Menurut Armstrong (2009) dalam
Rahayu dkk, (2019) umpan balik adalah
penyediaan informasi tentang kinerja individu dalam hal hasil, kejadian,
peristiwa, dan perilaku penting.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak
Ahmadnuddin, S.Ag pada Rabu, 19 Maret 2025 pukul 11.00 WIB beliau
mengatakan bahwa:

“Untuk lebih memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat , Disdukcapil
Simeulue telah memanfaatkan umpan balik masyarakat untuk melakukan
inovasi dan perbaikan layanan seperti survei kepuasan, layanan di hari
libur, dan peningkatan infrastruktur.”

Kemudian hasil wawancara dengan ibu Herlismawati, SKM.,MKM

selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil pada Rabu, 19

Maret 2025 pukul 14.00 WIB mengatakan:
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“Salah satu masalah utama dalam mengumpulkan dan menerapkan
umpan balik masyarakat di Simeulue adalah kurangnya partisipasi
masyarakat, kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia , dan
kegagalan mekanisme tindak lanjut untuk menerima kritik. Untuk
meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan, pemerintah dan
masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini.”
Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Abdullah Mujahid, SE.,
M.Si selaku Kepala Pelayanan Pendaftar Penduduk pada Kamis, 20 Maret 2025
pukul 10.00 WIB mengatakan:
“Untuk meningkatkan pelayanan publik Disdukcapil Kabupaten Simeulue
secara proaktif membuat strategi yang luas. Pelayanan yang lebih cepat,
akurat, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dapat dicapai
melalui pelatihan sumber daya manusia, layanan digitalisasi , sosialisasi
intensif, pelayanan keliling, dan penguatan infrastruktur teknologi.
Dengan strategi ini, Disdukcapil Simeulue berharap dapat menyediakan
layanan publik yang lebih responsif, terlibat, dan berkualitas tinggi.”
Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber
dapat disimpulkan bahwa, Disdukcapil Kabupaten Simeulue berupaya
meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan umpan balik masyarakat,
penguatan infrastruktur, pelatihan SDM, dan digitalisasi layanan. Namun,
tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan sumber
daya masih perlu diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat
guna mewujudkan pelayanan yang lebih responsif dan berkualitas.
4..4 Pembahasan
4.4.1 Menetapkan Tujuan Perencanaan Yang Jelas
Menetapkan tujuan yang jelas berarti menentukan tujuan yang ingin
dicapai dengan cara yang jelas, terukur, dan terarah. Tujuan yang jelas

membantu seseorang atau kelompok untuk tetap fokus, meningkatkan motivasi,

dan memahami langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mencapai hasil
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yang diinginkan. Oleh karena itu, Indikator ini menunjukkan sejauh mana
responden memahami jalan dan tujuan yang ingin dicapai, serta bagaimana
tujuan tersebut dikomunikasikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Dukcapil telah
menggunakan strategi proaktif, seperti mengirimkan surat edaran kepada siswa
berusia 17 tahun, untuk menetapkan tujuan pelayanan secara cukup terstruktur
dan progresif. Langkah ini menunjukkan bahwa orang tahu betapa pentingnya
mencapai tujuan tertentu dan apa yang harus dilakukan untuk mencapainya.

Namun adanya tantangan-tantangan seperti keterbatasan infrastruktur,
ketimpangan akses di wilayah terpencil, dan kurangnya sumber daya manusia.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan telah ditetapkan secara jelas,
sarana yang tersedia dan kondisi lokal masih menjadi faktor penting yang
mempengaruhi seberapa efektif tujuan tersebut dilaksanakan.

Hal ini berhubungan dengan teori George. R Terry (1986) dalam
(Amris, 2019) menjelaskan menetapkan tujuan yang jelas adalah proses
menentukan target yang spesifik, terukur, dan realistis yang ingin dicapai dalam
jangka waktu tertentu. Tujuan ini berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan
tindakan dan upaya kearah yang diinginkan, yang akan membantu seseorang
atau kelompok mencapai hasil yang diharapkan secara efektif. Situasi ini,
berdasarkan teori Terry, menunjukkan betapa pentingnya menetapkan tujuan
yang jelas serta menyesuaikan strategi sesuai dengan kondisi lapangan dan

kapasitas. Hasilnya, tujuan yang jelas untuk layanan KTP-el akan menjadi lebih
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efektif jika didukung oleh komunikasi internal yang kuat, pelibatan masyarakat,
dan evaluasi yang berkelanjutan.
4.4.2 Menganalisa Situasi Atau Lingkungan Perencanaan

Menganalisis situasi lingkungan adalah proses Mengidentifikasi,
memahami, dan memutar kondisi atau faktor-faktor yang mempengaruhi suatu
organisasi, program, atau kegiatan dalam suatu situasi tertentu. Tujuan dari
analisis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang
kemungkinan dan hambatan saat ini sehingga dapat membuat pilihan atau
perencanaan yang lebih baik. Dalam penelitian ini, indikator ini digunakan untuk
menunjukkan bagaimana Disdukcapil melakukan pemetaan wilayah,
mengidentifikasi hambatan dalam pelayanan, dan mengubah pendekatan agar
pelayanan KTP-el dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di
wilayah yang sulit dijangkau.

Berdasarkan wawancara yang diperolen dari narasumber dapat
disimpulkan bahwa Disdukcapil Simeulue menggunakan pendekatan jemput
bola yang berbasis analisis situasi untuk meningkatkan cakupan perekaman
KTP-el, dengan mengidentifikasi wilayah prioritas melalui komunikasi dengan
aparat desa dan kecamatan. Meskipun terbatasnya sumber daya seperti alat
perekaman menjadi kendala, strategi pelayanan di akhir pekan (Sabtu-Minggu)
tetap dijalankan agar tidak mengganggu operasional kantor dan memastikan
layanan tetap berjalan secara efisien dan tepat sasaran.

Keputusan untuk memprioritaskan wilayah tertentu dan melaksanakan

pelayanan akhir pekan menunjukkan bahwa Disdukcapil tidak hanya mampu
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mengatasi tantangan yang ada, seperti keterbatasan alat dan akses ke daerah-
daerah terpencil, tetapi juga mampu membangun solusi yang relevan tanpa
mengganggu operasional harian. Metode ini menunjukkan betapa pentingnya
menjadi fleksibel dan mampu memahami situasi sebagai bagian dari praktik
manajemen pelayanan publik yang efektif.

Hal ini berhubungan dengan teori George. R Terry (1986) dalam
(Amris, 2019) menjelaskan menganalisa situasi atau lingkungan adalah proses
untuk memahami faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja suatu
organisasi, layanan, atau produk yang dikenal sebagai analisis situasi. Analisis
ini dapat membantu menentukan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan
tantangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa optimalisasi pelayanan Ktp-
el di disdukcapil telah terlaksana dengan baik, namun perlu di tingkatkan lagi
penyelenggaraan program-program kebutuhan kedepannya agar dapat berjalan
semakin baik dan optimal.

4.4.3 Menetapkan Tindakan Alternatif Perencanaan

Menetapkan tindakan alternatif adalah proses menentukan berbagai opsi
atau tindakan yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah atau mencapai
tujuan tertentu. Tindakan alternatif ini dipertimbangkan sebelum memilih
tindakan yang paling efektif, efisien, dan sesuai dengan keadaan saat ini.
Indikator ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk menetapkan tindakan
alternatif merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan yang bijak, yang

meningkatkan kesamaan dan ketanggapan organisasi dalam menghadapi
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dinamika pelayanan. Ini menjelaskan mengapa mereka memilih pilihan tertentu
dan bagaimana pilihan lain dipertimbangkan.

Berdasarkan wawancara yang diperolen dari narasumber dapat
disimpulkan bahwa Disdukcapil Simeulue menunjukkan komitmen kuat untuk
meningkatkan pelayanan kependudukan melalui pendekatan alternatif dan
inovatif seperti layanan keliling dan alat cetak otomatis. Namun, keterbatasan
dana dan sumber daya menjadi hambatan utama, sehingga diperlukan dukungan
nyata dari pemerintah daerah dalam bentuk anggaran, SDM, dan infrastruktur
agar inovasi tersebut dapat direalisasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) Kabupaten Simeulue memiliki kemampuan untuk beradaptasi
dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam menghadapi tantangan
pelayanan KTP elektronik (KTP-el). Dalam praktiknya, Disdukcapil tidak hanya
bergantung pada metode pelayanan konvensional di kantor, tetapi juga secara
aktif mengembangkan dan mempertimbangkan berbagai tindakan alternatif yang
dapat bermanfaat bagi masyarakat. Strategi jemput bola ke desa-desa terpencil,
layanan akhir pekan (Sabtu-Minggu) agar tidak mengganggu operasi normal
kantor, dan kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah desa, kecamatan, dan
Bappeda untuk mempercepat pendataan dan perekaman. Dengan adanya
kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan bekerjasama

agar semua proses perekaman Ktp-el berjalan sesuai dengan rencana.
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Tindakan alternatif ini menunjukkan bahwa Disdukcapil Simeulue
memiliki kemampuan manajemen dan strategi untuk menghasilkan solusi
pelayanan yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hal ini berhubungan dengan teori George. R Terry (1986) dalam
(Amris, 2019) Menetapkan tindakan alternatif adalah proses dimana seseorang
atau kelompok menetapkan berbagai pilihan atau tindakan yang dapat diambil
untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya sebagai bagian dari proses
pengambilan keputusan. Dalam hal pelayanan KTP-el, pernyataan George R.
Terry ini mencerminkan upaya Disdukcapil Simeulue untuk mengembangkan
berbagai strategi, termasuk jemput bola dan layanan akhir pekan, sebagai bagian
dari proses pengambilan keputusan. Strategi-strategi ini digunakan untuk
mengatasi tantangan dan memastikan bahwa target perekaman KTP-el tercapai
secara efektif.

4.4.4 Pemilihan Alternatif Perencanaan Yang Tepat

Pemilihan alternatif yang tepat adalah proses memilih satu solusi
terbaik dari sejumlah alternatif yang telah dibuat sebelumnya untuk
menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu yang dikenal sebagai
pemilihan alternatif yang tepat. Oleh karena itu, Untuk menjamin keberhasilan
program KTP-el, pemilihan alternatif yang tepat sangatlah penting. Misalnya,
pemerintah harus mempertimbangkan efisiensi, kemudahan akses, dan resolusi
teknologi saat memilih metode perekaman data penduduk. Dalam menentukan
opsi terbaik untuk pelaksanaan KTP-el, juga penting untuk mempertimbangkan

infrastruktur yang tersedia di berbagai lokasi.
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Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari narasumber dapat
disimpulkan bahwa Pendekatan jemput bola dipilih sebagai alternatif terbaik
untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di daerah terpencil.
Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan akses internet dan
alat perekaman. Solusi seperti penggunaan internet satelit (Starlink) dan
penyediaan unit layanan bergerak di setiap kecamatan atau desa sangat
diperlukan. Meskipun rencana peningkatan pelayanan telah disusun dalam
dokumen Renja dan dibahas di Bappeda, realisasinya masih menunggu
dukungan anggaran dari DPRK.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun strategi jemput bola
telah diidentifikasi sebagai solusi efektif untuk meningkatkan pelayanan
administrasi  kependudukan di daerah terpencil, implementasinya masih
terkendala oleh faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur dan dukungan
anggaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara berbagai pihak,
termasuk pemerintah daerah, legislatif, dan penyedia layanan teknologi, untuk
mengatasi hambatan tersebut dan memastikan pelayanan yang merata bagi
seluruh masyarakat.

Hal ini berhubungan dengan teori George. R Terry (1986) dalam
(Amris, 2019) pemilihan alternatif yang tepat adalah proses pengambilan
keputusan yang dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai Solusi potensial
untuk masalah. Dengan menerapkan proses pengambilan keputusan yang teratur,
Disdukcapil dapat memastikan bahwa setiap kasus ditangani secara adil dan

efisien, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mencerminkan penerapan
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prinsip pengambilan keputusan yang efektif dalam pelayanan publik, seperti
yang dijelaskan oleh George R. Terry.
4.4.5 Menetapkan Urutan Tindakan Perencanaan

Menetapkan urutan tindakan adalah proses merencanakan semua
langkah atau tahapan yang perlu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan secara
sistematis dan efisien. Oleh karena itu, Proses pembuatan KTP-el dapat
dilakukan dengan lancar dan efisien dengan mengatur urutan tindakan yang jelas.
Setiap langkah dirancang untuk memastikan bahwa data penduduk dicatat
dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pemohon
dapat memperoleh identitas resmi yang sah.

Berdasarkan wawancara yang diperolen dari narasumber dapat
disimpulkan bahwa Penerapan urutan tindakan dalam pelaksanaan program di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menunjukkan perencanaan yang
sistematis dan terstruktur sesuai dengan dokumen perencanaan. Namun,
implementasi di lapangan masih menghadapi kendala berupa ketergantungan
pada anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, serta faktor waktu dan
kebiasaan masyarakat yang memengaruhi partisipasi. Keberhasilan pelaksanaan
tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya dan rencana yang
matang, tetapi juga sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat. Oleh
karena itu, strategi pelaksanaan perlu disesuaikan secara adaptif dan partisipatif
agar program dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Untuk menjalankan program secara berkelanjutan dan optimal, strategi

pelaksanaan harus disesuaikan secara adaptif dan partisipatif karena keberhasilan
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pelaksanaan tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya dan rencana
yang matang, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat. Karena keterlibatan
aktif masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program, maka strategi
pelaksanaannya harus fleksibel dan partisipatif.

Hal ini berhubungan dengan teori George. R Terry (1986) dalam
(Amris, 2019) menetapkan urutan tindakan adalah menentukan apa yang akan
dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan siapa yang akan mengerjakannya.
Oleh karena itu, keberhasilan program KTP-el sangat bergantung pada
ketersediaan sumber daya yang mampu dan rencana yang matang, serta
keterlibatan aktif masyarakat. Strategi pelaksanaannya harus disesuaikan secara
adaptif dan partisipatif agar program dapat berjalan secara berkelanjutan dan
optimal.

4.4.6 Implementasi Rencana

Implementasi Rencana adalah proses melaksanakan atau menerapkan
rencana yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu.
Oleh karena itu, Implementasi KTP-el dapat memberikan layanan yang lebih
efisien, aman, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan
mengatasi masalah-masalah tersebut dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari narasumber dapat
disimpulkan bahwa Implementasi rencana pelayanan KTP-el di Kabupaten
Simeulue dilakukan secara terukur dan sistematis, terbukti efektif meskipun
menghadapi berbagai kendala, dengan capaian perekaman mencapai 94,99% dari

target nasional.
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Rencana pelayanan KTP-el telah diterapkan di Kabupaten Simeulue dan
telah menunjukkan hasil yang baik, jumlah perekaman yang tinggi dan
peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan
telah menunjukkan hasil yang positif. Keberhasilan program ini bergantung pada
strategi pelayanan proaktif yang fokus pada peningkatan kinerja Disdukcapil.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rencana pelayanan KTP-
el di Kabupaten Simeulue telah dilakukan sesuai dengan prinsip manajemen
yang baik, efisien, dan tepat sasaran. Selain itu, rencana tersebut juga mampu
menyesuaikan diri dengan tantangan lokal yang ada.

Hal ini berhubungan dengan teori George. R Terry (1986) dalam
(Amris, 2019) Implementasi rencana adalah tindakan atau pelaksanaan rencana
yang telah di rencanakan secara meneyeluruh. Dengan demikian dapat dikatakan
untuk mencapai tujuan pelayanan administrasi kependudukan yang optimal,
diperlukan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang baik, penggerakan
(actuating) yang efektif, dan pengendalian yang tepat.

4.4.7 Evaluasi dan Pengawasan Perencanaan

Evaluasi proses yang sistematis untuk menilai seberapa efektif dan
efisien suatu program atau kegiatan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur
seberapa baik hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah
ditetapkan sebelumnya. Dan pengawasan adalah fungsi manajemen yang fokus
pada menjaga agar kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana. Oleh karena itu,
evaluasi dilakukan untuk merekam hasil perekaman dan kepuasan masyarakat

terhadap layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Simeulue. Hasil
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evaluasi ini kemudian menjadi dasar untuk melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan program untuk memastikan bahwa setiap langkah dan prosedur
dijalankan sesuai dengan rencana dan untuk memperbaiki kesalahan. Oleh
karena itu, evaluasi dan pengawasan bekerja sama untuk mencapai tujuan dan
meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari narasumber dapat
disimpulkan bahwa dengan tingkat kepemilikan lebih dari 97% dan peningkatan
kepuasan masyarakat, pelayanan administrasi KTP-el di Kabupaten Simeulue
menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini ditampilkan melalui
wawancara dengan berbagai sumber. Namun, masih ada masalah yang perlu
diselesaikan. Hal ini antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya KTP-el, keterbatasan jumlah karyawan dan operator perekaman, dan
kurangnya sarana pendukung seperti alat perekaman. Untuk mengatasi masalah
ini, dinas terkait telah melakukan evaluasi tahunan yang teratur dan berbasis
perencanaan. Meskipun demikian, untuk mencapai pelayanan yang optimal,
perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat,
mempekerjakan lebih banyak karyawan, dan menyediakan dukungan yang
memadai.

Hal ini berhubungan dengan teori George. R Terry (1986) dalam
(Amris, 2019) evaluasi adalah proses menilai, mengukur, atau mengamat sesuatu
untuk menentukan nilai, dampak, atau efektivitasnnya. Evaluasi dapat dilakukan
pada berbagai hal, seperti produk, layanan, atau proses. Sementara itu,

pengawasan adalah proses kegiatan untuk memastikan bahwa hal yang
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direncanakan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk menilai pelayanan KTP-el di Kabupaten Simeulue, digunakan penilaian
tahunan yang sistematis dan berbasis perencanaan . Hal ini dilakukan untuk
menemukan masalah seperti kesadaran masyarakat yang rendah, kekurangan
tenaga kerja dan perekaman operator , dan minimnya sarana pendukung. Hasil
evaluasi ini kemudian menjadi dasar untuk melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan program, memastikan bahwa setiap langkah dan prosedur
dijalankan sesuai dengan rencana dan memperbaiki kesalahan. Oleh karena itu,
evaluasi dan pengawasan bekerja sama untuk mencapai tujuan dan
meningkatkan kualitas layanan publik.
4.4.8 Umpan Balik Untuk Perbaikan Perencanaan

Umpan balik untuk perbaikan adalah proses untuk perbaikan
melibatkan pengumpulan, analisis, dan respons terhadap masukan dari berbagai
pihak dalam upaya meningkatkan kualitas suatu proses, produk, atau layanan.
Oleh karena itu, umpan balik membantu menentukan area mana yang perlu
diperbaiki dan membuat rencana untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari narasumber dapat
disimpulkan bahwa banyak upaya telah dilakukan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Simeulue untuk meningkatkan
pelayanan publik . Digitalisasi layanan, penguatan infrastruktur, penangkapan
umpan balik masyarakat, dan pelatihan sumber daya manusia ( SDM) adalah
bagian dari upaya ini. Namun, masih diperlukan kolaborasi yang lebih erat

antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah seperti keterbatasan
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sumber daya dan partisipasi masyarakat yang rendah. Dengan demikian,
pelayanan publik yang responsif dan berkualitas tinggi dapat tercapai secara
optimal. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa meskipun layanan administrasi
kependudukan telah meningkat, upaya terus menerus diperlukan untuk
mengatasi masalah saat ini dan memastikan bahwa layanan akan lebih baik di
masa depan.

Hal ini berhubungan dengan teori George. R Terry (1986) dalam
(Amris, 2019) umpan balik yang baik tidak harus membuat seseorang merasa
buruk, tetapi dapat membantu mereka berkembang dan tumbuh. Dalam situasi
ini, umpan balik konstruktif berfungsi sebagai alat untuk menilai efektivitas
pelayanan KTP-el dan menentukan area yang perlu diperbaiki. Dengan
memberikan umpan balik yang spesifik dan fokus pada tindakan, bukan pada
individu, proses perbaikan dapat dilakukan secara profesional dan objektif. Hal
ini sejalan dengan nilai-nilai Terry yang betapa pentingnya pengawasan untuk

mencapai tujuan organisasi.



BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian Efektivitas Fungsi Planning Pada Disdukcapil
Dalam Optimalisasi Pelayanan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Ktp-El) Di
Kabupaten Simeulue, dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis yang
diterapkan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan
administrasi kependudukan. Disdukcapil Kabupaten Simeulue telah melakukan
berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, termasuk pemanfaatan
umpan balik masyarakat, penguatan infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia
(SDM), dan digitalisasi layanan. Namun, masih diperlukan kolaborasi yang lebih
erat antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah seperti
keterbatasan sumber daya dan partisipasi masyarakat yang rendah. Dengan
demikian, pelayanan publik yang responsif dan berkualitas tinggi dapat tercapai
secara optimal. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukan bahwa
meskipun layanan administrasi kependudukan telah berkembang, upaya terus-
menerus diperlukan untuk mengatasi masalah saat ini dan memastikan pelayanan
yang lebih baik di masa depan.
5.2 Saran

Berdasarkan penelitian di atas maka ada beberapa saran ataupun
rekomendasi yang disarankan peneliti di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mempercepat pelayanan, terutama di daerah terpencil, diperlukan

penambahan unit alat perekaman Ktp-El. Dengan mempertimbangkan
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jumlah penduduk dan tingkat aksesibilitas di tiap wilayah, distribusi alat

juga harus merata.

2. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan penyedia layanan

komunikasi untuk meningkatkan jangkauan dan Kkestabilan jaringan,

khususnya di daerah perbatasan dan pulau-pulau, karena sistem pelayanan

berbasis Tl sangat bergantung pada jaringan internet.

3. Untuk memastikan bahwa semua warga terdata dan terlayani, program

jemput bola harus diselenggarakan secara rutin, dengan melibatkan

perangkat desa dan tokoh masyarakat.

4. Agar kualitas layanan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, sangat

penting bagi petugas layanan kependudukan untuk meningkatkan kapasitas

mereka dalam hal aspek teknis operasional alat perekam dan layanan

berbasis digital.

5. Agar masyarakat lebih proaktif dalam mengakses layanan, edukasi

tentang pentingnya memiliki Ktp-el dan prosedur perekaman harus

disebarkan melalui berbagai media local dan metode.

Saran - saran ini diharapkan akan membantu pemerintah Kabupaten Simeulue

dalam mengembangkan kebijakan administrasi kependudukan yang lebih reponsif
dan efeien. Tujuannya adalah untuk meningkatkan layanan publik dan

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
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